TRADISI MANGAMBAT BORU DALAM PROSESI WALIMATUL ‘URS PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu

Kabupaten Mandailing Natal) by Ishak Lubis, -
 
 
TRADISI  MANGAMBAT  BORU  DALAM  PROSESI  
WALIMATUL ‘URS PERSFEKTIF  HUKUM  ISLAM 
(Studi Kasus   Desa  Hutaraja  Kecamatan Siabu  




Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar 










JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  







Skripsi dengan judul TRADISI MANGAMBAT BORU DALAM PROSESI 
WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA 
HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL 
yang ditulis oleh: 
Nama                : ISHAK LUBIS 
Nim                  : 11621104493 
Program studi  : Hukum Keluarga 
Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang  Munaqosyah 




















Ishak Lubis,  (2020) :  “Tradisi Mangambat Boru dalam Prosesi Walimatul 
‘Urs Persfektif Hukum Islam Studi Kasus Desa 
Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing 
Natal”.  
 
Penelitian ini mengkaji tentang tradisi masyarakat di Desa Hutaraja Kecamatan 
Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Tradisi mangambat boru  adalah tradisi yang 
sudah ada sejak dahulu, dimana tradisi ini ialah suami wajib memberikan 
sejumlah uang terhadap anak namboru istri pada saat walimatul „urs  (pesta 
pemberangkatan istri ketempat suami) sebagai permintaan izin terhadap anak 
namboru istri. Tradisi mangambat boru ini adalah suatu syarat agar 
pernikahannya dianggap sah oleh adat. Pokok permasalahan dalam bab ini yaitu 
apakah pengertian mangambat boru pada saat walimatul „urs di Desa Hutaraja 
Siabu, kenapa ada istilah mangambat boru pada saat walimatul „urs di Desa 
Hutaraja Siabu, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap mangambat 
boru pada saat walimatul „urs di Desa Hutaraja Siabu. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), 
Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten 
Mandailing Natal.data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari 
sumbernya  melalui observai, wawancara. Populasi dalam penelitian ini tokoh 
adat dan masyarakat yang sudah melakukan mangambat boru pada saat walimatul 
„urs  di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 
30  dan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling 
karna informasi yang sama maka itulah dijadikan sampel. Sumber data diperoleh 
melalui dua bagian yaitu: Data primer yang diperoleh secara langsung yaitu tokoh 
adat, masyarakat yang telah melaksanakan mangambat boru pada saat walimatul 
„urs, dan para pihak yang dapat memberikan keterangan terhadap permasalahan 
yang diteliti, data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
yang merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan pokok pernikahan. 
 Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa uang pangambat 
(tebusan) dalam pelaksanaan mangambat boru di Desa Hutaraja  Kecamatan 
Siabu Kabupatn Mandailing Natal, jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat 
yang sebenarnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya 
adalah boleh atau “urf yang shahih. Akan tetapi apabila sebaliknya, apabila 
pelaksanan uang pangambat (tebusan) itu telah menyimpang dari ketentuan adat 
yang sebenarnya, maka hukumnya termasuk kepada “urf yang fasid atau yang 
ditolak, karena dalam pelaksanaannya sudah bertentangan dengan nash, kaedah-
kaedah yang ada dalam syara‟serta dapat membawa kemudharatan bagi 
pelakunya, sehingga yang demikian adalah hukumnya haram. 
  
Kata Kunci :  Jika mempelai laki-laki tidak memberikan uang terhadap anak 
namboru istri maka pernikahan mereka dianggap tidak sah 
oleh adat, tokoh adat tidak ikut campur dalam pelaksanaan 
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A. Latar Belakang 
Mangambat Boru adalah suatu tradisi yang sampai saat ini masih  
dilaksanakan umumnya masyarakat Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, 
Paluta, Padang Lawas, dan Mandailing Natal . khususnya di Desa Hutaraja 
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal  jika  terjadi pernikahan antara 
seorang perempuan dengan laki-laki diluar kampung itu sendiri, maka ada hak 
anak namboru
1
 untuk mengadakan mangambat boru pada saat walimatul „urs, 
artinya mempelai laki-laki saat itu juga  wajib memberikan sejumlah uang 
terhadap anak namboru dari pihak perempuan sebagai tanda permintaan izin 
bahwa mempelai laki-laki sudah menikahi si perempuan (boru tulang dari 
anak namboru). 
Jika mempelai laki-laki tersebut tidak memberikan uang terhadap anak 
namboru dari pihak perempuan, maka pernikahan mereka tidak dianggap sah 
oleh adat yang berlaku, adat tidak akan ikut campur lagi terhadap 
pernikahannya, dan yang paling eksotisnya mempelai perempuan tersebut 
tidak di izinkan untuk dibawa ke tempat tinggal mempelai laki-laki tersebut. 
Sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu tokoh adat  tertua 
khususnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal 
bahwa asal usul dari  Mangambat Boru itu sudah ada sejak zaman terdahulu, 
yang hingga saat ini masih tetap dilakukan, dan tidak akan pernah 
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ditinggalkan, karena itu adalah suatu penghormatan kepada adat yang telah 
dibawa oleh nenek moyang  terdahulu. 
Efek yang dapat diambil dari Mangambat Boru itu adalah, jika adat itu 
dilaksanakan dengan baik  oleh kedua mempelai atau keluarga kedua belah 
pihak, maka semua tokoh adat akan membantu segala hal yang berkaitan 
dengan adat, terutama didalam pelaksanaan walimatul „urs baik dikalangan 
keluarga suami atau istri, dan jika dilanggar oleh kedua mempelai atau 
keluarga kedua mempelai maka sebaliknya.
2
 
Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan yang sah adalah 
perkawinan yang sesuai dengan rukun dan syarat yang diatur dalam kitab fiqh. 
Rukun merupakan bagian dari esensi sesuatu, rukun masuk kedalam 
substansinya. Sedangkan syarat tidak masuk kedalam substansi dan hakikat 
sesuatu sekalipun sesuatu tetap ada tanpa syarat. Berbeda dengan rukun, 
adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya sesuatu karena tidak 
adanya rukun. Adapun rukun perkawinan menurut ulama Syafi‟iyah yaitu:
3
 
1. Adanya calon istri dan suami yang akan melakukan perkawinan. 
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita . 
3. Adanya dua orang saksi. 
4. Adanya sighat akad nikah. 
Sedangkan yang menjadi syarat sah nikah yaitu: 
1. Persetujuan wali pihak calon  perempuan. 
2. Kesepakatan kedua mempelai. 
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 Abdurahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqh „Ala Mazahibi  al-Arba‟ah, (Mesir : Al-Maktut 





4. Tidak ada halangan untuk menikah.4 
 Dalam hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan 
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam 
rangka mewujudkan kebahagian hidup keluarga yang diliputi oleh rasa 
ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi oleh Allah SWT.
5
  
Pirman Allah dalam Al-Qur‟an Surat Ar-Rum Ayat 21. 
                      
                    
Artinya :  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang.
6
 
Dalam hukum adat perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan 
antara seorang pria dengan wanita sebagi  suami istri untuk maksud 
mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah 
tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan  hukum yang menyangkut para 
anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan 
berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan 
menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.
7
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Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan : 
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri sesuai dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.
8
 
 Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan yang 
berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang 
menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.
9
 
Karena perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam 
melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang 




Syahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat 
(1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan “perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
Jadi perkawinan yang sah  menurut hukum perkawinan nasional adalah 
perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan yang berlaku dalam 
agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha ( adalah setiap agama yang 
telah diakui oleh pemerintah).  
Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik mengangkat judul 
skripsi dengan judul” TRADISI MANGAMBAT BORU DALAM    PROSSI 
WALIMATUL „URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Kasus di Desa 
Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.” ) 
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 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 ayat 1 
9
 Na‟im Abdul Haris, Fiqh  Munakahat, ( Kudus : Stain Kudus 2008 ), h. 17 
10
 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh  Keluarga Terjamah, ( Jakarta : Pustaka Al:Kautsar 2001), 




B. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi isi 
skripsi ini hanya sebatas pelaksanaan Mangambat Boru dan masalah uang 
yang dikasih oleh mempelai laki-laki di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu 
Kabupaten Mandailing Natal  pada tahun 2019. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti 
dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Apakah yang dimaksud dengan Mangambat Boru dalam prosesi 
Walimatul „Urs di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing 
Natal ? 
2. Bagaimanakah  bentuk pelaksanaan Mangambat Boru dalam prosesi 
walimatul „urs di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing 
Natal ? 
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tradisi Mangambat Boru 
di  Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan Mangambat Boru 
dalam prosesi  Walimatul „Urs  di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu 




b. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pelaksanaan   Mangambat 
Boru dalam prosesi Walimatuil „Urs  di Desa Hutaraja Kecamatan 
Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 
c. Untuk mengetahui Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap 
Tradisi Mangambat Boru di Desa Hutaraja Kecaatan Siabu Kabupaten 
Mandailing Natal. 
2. Manfaat Penlitian 
a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang mangambat boru tersebut yang berada di Desa 
Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten  Mandailing Natal. Agar tidak 
terjadi kesalah pahaman. 
b.  Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 
Falkultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitin ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
dilaksanakan di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing 
Natal.  
2. Subjek dan Objek Penelitian 
 Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh Adat dan 
masyarakat Desa Hutaraja. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah 




Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal agar tidak 
terdapat kesalah pahaman. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri 
yang sama.
11
 Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh Adat dan  
masyarakat yang telah melakukan mangambat boru pada saat 
walimatul „urs  berjumlah sebanyak 30 orang di Desa Hutaraja 
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 
b. Sampel 
Sampel adalah himpunan bagian  atau bagian dari populasi.
12
 
Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang 
sudah melakukan Mangambat Boru pada saat walimatul „urs tersebut, 
maka peneliti hanya mengambil sampel 15 orang dengan cara 
wawancara yang terdiri dari 3 pasang suami istri 5 tokoh adat dan 4 
tokoh agama 
4. Sumber Data Penelitian 
a. Data Primer  
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh 
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Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta, PT. Raja Grafindo 
Persada, 2006) Hal. 118 
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Sumber data primer peneliti ialah masyarakat desa Hutaraja 
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 
b. Data sekunder 
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 
penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 
disertasi dan peraturan perundang-undangan.
14
 
c.  Tertier 
Data tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 
hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.
15
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang akurat dengan guna 
mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data  sebagai berikut : 
a. Observasi, metode observasi adalah metode yang digunakan dengan 
cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang 
pelaksanaan Mangambat Boru di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu 
Kabupaten Mandailing Natal. 
b. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 
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Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar  Grafika, 2016), h. 106 
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c. Studi Kepustakaan: yaitu dengan menghimpun informasi melalui 
buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan 
sumber lainnya. 
6.  Analisa Data  
Dalam penelitian ini  penulis menggunakan analisa data secara 
deskiptif kualitatif  yaitu setelah semua data telah berhasil penulis 
kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga 
dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas  kesimpulan 
akhirnya. 
7.  Teknik Penulisan  
Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka 
penulis menggunakan beberapa metode , yaitu: 
a. Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan 
menggunakan pengertian secara umum, kemudian dianalisa dan 
diambil kesimpulan secara khusus. 
b.  Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pengertian  
kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.  
c. Deskriptif  adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara 
utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun 






F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 
yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I  : Merupakan PENDAHULUAN. Dalam bab ini mencakup latar 
belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II :  Merupakan gambaran umum lokasi Penelitian . Pada bab ini akan 
membahas tentang sejarah Geografis Desa Hutaraja ,ekonomis 
dan mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya 
masyarakat  Desa  Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten 
Mandailing Natal. 
BAB III :  Tinjauan umum tentang Pernikahan dan „Urf. yang terdiri dari 
pengertian dan dasar hukum nikah, rukun dan syarat pernikahan, 
tujuan dan hikmah perkawinan, walimatul „urs dan urf. 
BAB IV :  Pembahasan dan Hasil Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan 
hasil penelitian mengenai maksud Mangambat Boru dalam 
prosesi walimatul „urs, bentuk pelaksanaan Mangambat Boru 
dalam prosesi walimatul „urs, dan pandangan hukum Islam 
terhadap tradisi Mangambat Boru di  Desa Hutaraja Kecamatan 
Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 






GAMBARAN UMUM DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU 
KABUPATEN MANDAILING NATAL 
 
A. Sejarah Geografis Desa Hutaraja 
Desa Hutaraja merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 
Kecamatan Siabu yang berjarak lebih kurang 25 km dari pusat kota 
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, desa ini dibuka 
pada tahun 1920 merupakan sebuah Desa Raja yang mayoritas masyarakatnya 
berasal dari Mandailing  Julu, dan pada saat itu nama Raja tersebut Tuan 
Mangaraja Soripada Mulia dan sekarang penerusnya anak dari Tuan 
Mangaraja Soripada Mulia yang bernama Sutan Iskandar Muda atau yang 
sering dipanggil dengan nama Amrin dan di Desa Hutaraja ini kepercayaan 
masyarakat terhadap hukum adat masih kental dan kebanyakan bermarga 
Lubis, Babtubara, Nasution.  
Mengenai luas Wilayah Desa Hutaraja sebagai berikut: 
Tabel II. I 
Luas wilayah desa Hutaraja 
 
No Area tanah Luas 
1 Desa Hutaraja 1   km 
2 Persawahan 60  ha 
Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017 
Desa Hutaraja ini mempunyai iklim tropis dengan curah hujan sedang 
yaitu 30-40 derajat celcius dan terletak dipegunungan dan Desa Hutaraja 
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mayoritas penduduk bermata 






1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sihepeng  
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hutapuli  
3. Sebelah Timur berbatasan dengan daerah panobari  
4. Sebelah Timur berbatasan dengan gunung   
Berdasarkan data statistik dari Desa Hutaraja Kecamatan siabu 
Mandailing Natal penduduk Desa berjumlah 1.450 jiwa dan terdiri dari 434 KK 
(Kepala Keluarga) dimana mayoritas penduduknya marga Lubis, Batubara, 
Nasution  dan 100% beragama Islam. Penduduk Desa Hutaraja dilihat dari 
jenis kelaminnya sebagaimana pada tabel II.2 dibawah ini: 
    Tabel II.2 
 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin  Jumlah  
1 Laki-laki 725 
2 Perempuan 705 
3 Jumlah 1, 430 
Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017 
Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-
laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah perempuan, yaitu laki-laki 
725 orang dengan jumlah persentase 50,62% sedangkan jumlah perempuan 705 
orang dengan jumlah persentase 49,37%. 
 
B. Pendidikan 
Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan 
perorangan, keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat  bahkan berbangsa 
dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa maupun negara dapat 




Masyarakat Desa Hutaraja pada umunya pandai tulis baca, namun demikian 
masyarakat tersebut secara formal ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), 
SMP, SMA dan ada juga yang sampai perguruan tinggi. 
Taraf pendidikan masyarakat Desa Hutaraja masih relatif rendah hal ini 
terbukti bahwa pendidikan mereka rata-rata hanya ditingkat SMP, hal ini 
disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu 
pengetahuan untuk mengetahui secara rinci tentang sarana pendidikan 




NO Jenis Sekolah Jumlah 
1 SMP 1 
2 SD 2 
3 MDA 2 
 JUMLAH 5 
Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017 
Dari tabel II.3 diatas dapat dilihat bahwa secara pendidikan yang ada di 
Desa Hutaraja kurang memadai dan sederhana dengan jumlah 3 unit sarana 
pendidikan jumlah sarana pendidikan tersebut masing-masing yaitu SD, 
MDA, SMP. 
Tabel II. 4 
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hutaraja 
 
NO Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 SD Sederajat 258  orang 
2 Smp Sederajat 351 orang 
3 Sma Sederajat 425  orang 
4 Putus Sekolah 52 orang 
5 Perguruan Tinggi 28 orang 
 Jumlah 1,114 




Dari tabel II.4 diatas dapat dilihat bahwa Desa Hutaraja secara umum 
tingkat pendidikannya tergolong rendah dimana kebanyakan dari 
penduduknya adalah tamatan Smp bahkan ada yang putus sekolah. 
Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunnan berkembang 
baik di Desa Hutaraja, pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang 
memadai pada umumnya adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Hutaraja 
adalah SD, SMP, MDA, jumlah lembaga pendidikan tersebut  sangatlah 
kurang dalam hal pendidikan.   
 
C. Ekonomis dan Mata pencaharian 
Tabel II.5 
Ekonomis dan Mata pencaharian 
 
No Jenis Mata Pencarian Jumlah 
1 Petani 265 orang 
2 Pedagang 40 orang 
3 PNS 9 orang 
4 Sopir 10 orang 
5 Buruh 93 orang 
 Jumlah 448 
Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017 
Dari tabel II.4 diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian Desa Hutaraja 
pada umumnya adalah bekerja disawah atau berladang padi dengan jumlah 
265 orang. Dan sebagai pedagang 40 orang, sebagai pegawai negeri sipil 9 
orang, sebagai sebagai sopir 10 orang Sebagai buruh 93 orang.  
 
D. Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Hutaraja  
Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat 




memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam 
semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul. 
Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, 




Sedangkan menurut istilah Abdul Wahab Khalaf memberikan 
pengertian tentang adat adalah
18
 “suatu yang dibiasakan oleh manusia 
senantiasi mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun 
perbuatan, dengan pengertian diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa adat 
istiadat adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa 
diikuti oleh daerah lain atau masyarakat disaat itu dan masyarakat 
sesudahnnya. 
Soekanto mengatakan adat adalah merupakan kompleks adat-adat yang 
kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan 
mempunyai sanksi atau akibat hukum. 
Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam 
peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun 
ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat 
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Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa adat istiadat 
dijadikan sebagai perundang-undangan. Demikian urgensinya masalah adat, 
sehingga banyak pantangan-pantangan yang diterapkan bagi pelanggarnya. 
Penduduk Desa Hutaraja mayoritas adalah suku Mandailing dan bermarga 
Nasution, Batubara, Lubis, dan tidak ada yang membedakan satu sama lain 
akan tetapi jika ada pelanggaran dalam adat Desa Hutaraja dalam hal 
Mangambat Boru pada saat walimatu „urs  menjadi masalah sebab sudah 
melanggar peraturan di Desa Hutaraja. 
 
E. Keagamaan 
Secara keseluruhan masyarakat Desa Hutaraja Kecamatan Siabu 
Kabupaten Mandailing Natal merupakan memeluk agama Islam. Sarana 
ibadah terdiri dari Masjid dan Mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
dari data: 
Tabel II 6 
Sarana Ibadah Desa Hutaraja 
 
No Jenis Sarana Ibadah Jumlah 
1 Mesjid 1 
2 Mushalla 3 
 JUMLAH 4 
Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017 
Apabila dilihat dari ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran agama, 
maka mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang taat menjalankan 
ibadah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang mereka 





1.  Yasinan  
Merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin 
satu kali dalam satu minggu dalam komponen masyarakat hadir dalam 
rangka menambah rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. 
Kegiatan keagamaan membaca surat yasin di Desa Hutaraja dihadiri oleh 
ibu-ibu yang secara keseluruhan berjumlah 70 orang yang pelaksanaannya 
dirumah-rumah warga yang sudah ditentukan setiap harinya dengan cara 
bergilir. 
Dan pada anak pemuda dan pemudi di Desa Hutaraja juga atau 
sering disebutkan di Desa Hutaraja adalah Naposo Nauli Bulung disetiap 
malam rabunya terkhusus bagi pemudi saja yasinan sampai selesai, dan 
untuk pemudanya dimalam jum‟at sampai selesai.  
2. Taklim  
Merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekali 
seminggu di Desa Hutaraja yang menyelengarakan ibu-ibu dan masyarakat 
Desa Hutaraja dimana pada hari itu diundang seorang guru Agama atau 
Ustazd kondang dan setelah itu nanti diberikan pada masyarakat Desa 





TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN „URF 
 
A.  Nikah dan Dasar Hukum 
1. Pengertian Nikah 
Secara etimologi, kawin atau nikah mempunyai arti mengumpulkan, 
menggabungkan menjodohkan, atau bersenggama (wathi). Dalam 
memaknai hakikat nikah, ada ulama yang menyatakan bahwa pengertian 
hakiki dari nikah adalah bersenggama (wathi). Sedang pengertian nikah 
sebagai akad, merupakan pengertian yang bersipat  majazy.
20
 
Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan 
yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah 
yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami 
isteri.21 
Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 
yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
22
 
Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. 
Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki 
dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. 
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Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan 
dalam arti majazi (metapora).
23
 
Dalam bahasa melayu ( terutama di Malasyia dan Brunai 
darussalam ), kawin ialah “ perikatan yang sah antara lelaki dengan 




Menurut mazhab Hanafi , makna nikah yang sebenarnya atau ( 
hakikat ) ialah “watha” (bersetubuh) sedangkan maknanya menurut kiasan 
(majazi) ialah akad berdasarkan makna hakiki apabila seorang laki-laki 
melakukan persetubuhan dengan seorang wanita secara tidak sah ( berzina) 
maka perbuatan yang demikian dapat disebut nikah juga. Sebaliknya 
menurut Syafi‟i , makna nikah yang sebenarnya ialah „akad” sedangkan 
menurut kiasan ialah “wathi”.
25
 
2. Dasar Hukum Nikah 
 Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur 
hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran 
kebutuhan biologis antar jasmani, dan hak serta kewajiban yang 
berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.
26
 Berikut ini dijelaskan 
mengenai dasar hukum pernikahan. 
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a. Alqur‟an surat adz-dzariyat ayat 49 
 ٌَ ٍِ نََعهَُّكْى ذََذكَُّزٔ َجْي ْٔ ٍْ ُكمِّ َشْيٍء َخهَْقَُا َس ِي َٔ  
Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan 
supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.
27
 
Dalam QS. An- Nahl (16) ayat 72 
َحفََدجً  َٔ  ٍَ اِجُكْى تَُِي َٔ ٍْ أَْس َجَعَم نَُكْى ِي َٔ اًجا  َٔ َْفُِظُكْى أَْس ٍْ أَ ُ َجَعَم نَُكْى ِي َّللاَّ َٔ
َرَسقَُكْى  َٔ ٌَ ِ ُْْى يَْكفُُزٔ ِح َّللاَّ ًَ تُِِْع َٔ  ٌَ ٍَ انطَّيِّثَاِخ أَفَثِانْثَاِطِم يُْؤِيُُٕ ِي  
Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isti-istri dari jenis kamu 
sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu 
anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang 
baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada 




ٌَّ رطَٕل َّللاِ صهَّى َّللاُ عهيّ ٔطهَّى ,عٍ عثد َّللاِ تٍ يظعٕد يَا َيْعَشَز  أ
ْج، فَئِ  َّٔ ُُْكُى انْثَاَءجَ فَْهيَرََش ٍِ اْطرَطَاَع ِي ثَاِب، َي ٍُ انشَّ أَْحَص َٔ ُ أََغضُّ نِْهثََصِز  ََّّ
َِٔجاء يظرطاعَ  نِْهفَْزِج ٔيٍ نى ُ نَُّ  ِو فَئََِّّ ْٕ ِّ تِانصَّ  فََعهَْي
Artinya : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabbda wahai para 
pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan 
maka menikahlah, karena ia dapat menahan pandangan 
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dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum 
mampu hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi 
tameng baginya.(H.R. Bukhori Muslim).
29
 
3. Rukun dan Syarat  Nikah  
Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam 
substansinya.  Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya 
karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, dia tidak masuk kedalam 
substansi dan hakikat sesuatu , sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, 
namun eksistensinya tidak diperhitungkan.
30
 
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas : 
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan. 
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan 
dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan 
menikahinya ,  
c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan nikah akan sah apabila dua orang 
saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. 
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau 
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-
laki. 
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Tentang jumlah rukun nikah ini ulama berbeda pendapat : 
Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, 
yaitu: 
a. Wali dari pihak perempuan 
b. Mahar (maskawin) 
c. Calon pengantin laki-laki 
d. Calon pengantin perempuan 
e. Shigat akad nikah 
Imam syafi‟i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu: 
a. Calon pengantin laki-laki 
b. Calon pengantin perempuan 
c. Wali 
d. Dua orang saksi 
e. Sighat akad nikah 
Menurut ulama hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja 
(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon 
pengantin laki-laki ). Sedangkan segolongan yang lain  rukun nikah itu ada 
empat, yaitu : 
a. Sighat ( ijab qabul ) 
b. Calon pengantin perempuan  
c. Calon pengantin laki-laki  
d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.31 
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Syarat sahnya perkawinan. 
Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan ada dua : 
a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang 
ingin menjadikannya istri. Jadi , perempuannya itu bukan merupakan 
orang yang haram dinikah, baik karena haram dinikah untuk sementara 
maupun untuk selama-lamanya. 
b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. 
Ulama hanafiyah membagi syarat itu kepada  : 
a. Syuruth al-in‟iqad yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu 
akad perkawinan.karena kelangsungan perkawinan tergantung pada 
akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia 
berkenaan dengan akad itu sendiri. 
b.  Syuruth al-Sihhah yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan 
dalam perkawinan, yang mana syarat itu harus terpenuhi untuk dapat 
menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak 
terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah , seperti adanya mahar dalam 
perkawinan 
c. Syuruth al-Nufuz yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu 
perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya 
perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi 
menyebabkan fasadnya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan 




d. Syuruth al-Luzum yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu 
perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan 
berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya 
syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung 
dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi 




 Syarat-syarat kedua mempelai 
1. Syarat-syarat pengantin pria  
a. Calon suami beragama Islam. 
b. Terang ( jelas ) bahwa calon laki-laki itu betul laki-laki. 
c. Calon laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri. 
d. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri, serta tahu betul 
calon istrinya halal baginya. 
e. Calon suami rela ( tidak dipaksa ) untuk melakukan perkawinan itu. 
f. Tidak sedang melakukan ihram. 
g. Tidak mepunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. 
h. Tidak sedang mempunyai istri empat. 
2. Syarat-syarat calon perempuan. 
a. Beragama islam atau ahli kitab. 
b. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa ( banci ). 
c. Wanita itu tentu orangnya. 
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d. Halal bagi calon suami. 
e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 
„iddah‟ 
f. Tidak dipaksa/ikhtiyar 
g. Tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah.33 
3. Syarat Wali dan Dua Orang Saksi 
a. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau 
saksi. 
b. Balig ( sudah berumur setidaknya 15 tahun ). 
c. Merdeka. 
d. Laki-laki. 
e. Adil .34 
Dalam peraturan perundang-undangan  tentang perkawinan di 
Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib 
meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia 
melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat , karena perkawinan menurut 
Hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antar 
individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan 
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4. Hukum Nikah 
a. Jaiz ( diperbolehkan ) ini adalah asal hukumnya. 
b. Sunnah bagi orang yang berkehendak dan mampu memberi nafkah dan 
lain-lain. 
c. wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan 
tergoda kepada kejahatan ( zina ). 
d. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. 
e. Haram bagi orang yang berniat menyakiti orang yang dinikahinya.36 
5. Tujuan dan Hikmah Nikah 
Manusia melakukan pernikahan bertujuan untuk mendapatkan 
kebahagian, kerukunan, ketenangan serta kesenangan lahir dan bathin 
menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun tetap saja tujuan 
utamanya tergantung kepada pribadi individu yang melakukan pernikahan, 
karena manusia itu bersifsat subjektif. Allah SWT. Telah menjelaskan 
beberapa tujuan utama pernikahan secara umum didalamm firmannya : 
a. Mendapatkan kerukunan, ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan 
hidup. Allah menyatakan ini dalam firmannya : 
اًجا نِرَْظُكُُٕا إِنَْيَٓا  َٔ َْفُِظُكْى أَْس ٍْ أَ ٌْ َخهََق نَُكْى ِي ِّ أَ ٍْ آيَاذِ ِي َٔ  
Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
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b. Memiliki rasa kasih sayang 
حً  ًَ َرْح َٔ جً  دَّ َٕ َجَعَم تَْيَُُكْى َي َٔ  
Artinya : “Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang “ ( 
Ar-Rum: 21 ) 
c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah SWT. 
d. Melaksanakan perintah Allah SWT. sebagaimana firmannya: 
ٍَ انَُِّظاِء  َِْكُحٕا َيا طَاَب نَُكْى ِي  فَا
Artinya : “Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai” ( An-
Nisa : 3 )
38
 
e. Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Menganjurkan umatnya untuk 
menikah dan mencela ummatnya yang hidup membujang karena tidak 
mau menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadistnya: 
ٍْ ُطَُِّد فَهَْيَض ِيُِّي ٍْ َرِغْيَة َع ًَ  اَنَُِّكاُح ُطَُِّد فَ
Artinya : “Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang 
dengan sunahku, maka bukan dari golonganku“(HR. 
Bukhari dan Muslim )” 
f. Untuk memperoleh keturunan yang sah.39 Allah SWT. Berfirman: 
َْيَا  ٌَ ِسيَُحُ اْنَحيَاِج اندُّ اْنثَُُٕ َٔ اُل  ًَ  اْن
Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” 
( Al-Kahfi: 46 ) 





 Nurhayati Zein, Fiqh Munakahat, ( Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra 2015 ), Cet. 




Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut : 
a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan. 
b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal 
berdasarklan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
c. Memperoleh keturunan yang sah. 
d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan 
yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab 
1) Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ( 
keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang). 
2) Ikatan perkawinan sebagai mitsaqon ghalizhan sekaligus mentaati 
perintah Allah SWT. Bertujuan untuk membentuk dan membina 
tercapainya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita 
sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.
40
 
3) Merupakan syariat untuk membangun sebuah keluarga.41 
Secara Rinci Hikmah Melakukan Pernikahan 
a. Menghindari terjadinya perzinahan. 
b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan 
yang diharamkan. 
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c. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta 
tanggung jawab kepada keluarga . 
d. Nikah merupakan setengan dari agama 
e. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat 
menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung 
jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara, perkawinan 
memperhubungkan silatur rahmi, persaudaraan dan kegembiraan 




f. Saluran untuk meneruskan keturunan manusia.43 
 
B. Walimatul ‘Urs 
1. Pengertian Walimatul ‘Urs 
  Pesta perkawinan atau yang disebut juga dengan walimah adalah 
pecahan dari kata “ walama”  artinya mengumpulkan. Karena dengan 
pesta tersbut dimaksudkan untuk memberi doa restu agar kedua mempelai 
mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan walimah adalah  sebagai 
informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga 
tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. 
 Walimah perkawinan adalah perintah Nabi Muhammad SAW 
sebagaimana sabda beliau kepada Abdurrahman bin „Auf “ adakanlah 
walimah walaupun hanya dengan seekor kambing” Nabi Muhammad pun 
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memotong seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan 
beliau dengan Zainab binti Jashy.
44
 
2. Dasar Hukum Walimatul ‘Urs. 
حٍ  ًَ نِْي َٔ  ٍْ ايٍَح نِْهَعُزِص( ِي َٔ فِي ِر َٔ ُ ََلتُدَّ نِْهُعْزِص)  اََِّّ
Artinya : Pengantin laki-laki (di dalam riwayat lain : pengantin 
perempuan) harus mengadakan walimah (H.R.Ahmad 
dan Thabarani) 
3. Hukum Walimatul ‘Urs 
Para fuqaha‟ saling berbeda pendapat tentang hukum walimatul 
„urs. Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa hukumnya adalah 
wajib, dan sebagian lain ada yang berpendapat hukumnya sunat. Didalam 
kitab Majmu Fatwa Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hukum walimatul 




Sunnah dalam walimah 
a. Menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor domba atau 
lebih jika memang ada kesanggupan. 
b. Siapa yang tidak mendapatkan kelapangan, maka dia bisa 
menyelenggarakan walimah dengan menghidangkan makanan macam 
apapun yang memang ada, sekalipun tanpa hidangan daging. Dari 
Anas Radiyallahu  Anhu, dia berkata,”Rasulullah SAW singgah 
disuatu tempat antara khaibar dan madinah selama tiga hari bersama-
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sama Syafiah. Lalu aku mengundang orang-orang muslim menghadiri 
walimah beliau, tanpa ada hidangan roti dan daging. Lalu beliau 
memerintahkan untuk menggelar kulit, lalu ada yang meletakkan 
korma, keju dan samin. ( Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim ) 
c. Penyelenggaraan walimah harus dimaksudkan untuk mengikuti sunnah 
dan menyenangkan saudara-saudara 
d. Dalam walimah harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar 
pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran 
dan dosa serat jelas diharamkan syariat. Seperti jenis minuman yang 




C. Al-‘Urf /al-Adah 
1. Pengertian al-‘Urf 
Dari segi kebahasaan (etimologi) al-„urf berasal dari kata yang 
terdiri dari huruf „ain, ra‟ dan fa‟ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul 
kata ma‟rifah yang dikenal ta‟rif (depenisi), kata ma‟ruf  yang dikenal 
dengan kebaikan, dan kata „urf (kebiasaan yang baik).
47
 
Adapun dari segi terminologi, kata‟urf mengandung makna: 
ا  ْٕ ْٔ نَْفظٌ ذََعاَرفُ ٍْ ُكمِّ َشاَع تَيَُُْْٓى, أَ ِّ ِي ا َعهَْي ْٔ ُر ِٔ َطا َٔ َيااْعرَاَدُِ انَُّاُص 
ِّ اِْطالَقَُّ َعهَى َيْعًُى  اِع ًَ َُْد ْط َلَيَرَثَاَدُر َغْيَزُِ ِع َٔ َخاصُّ ََل ذََعهَّفَُّ انهَُّغحُ   
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Artinya : “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka 
mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer 
diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal 
dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian 
etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak 
memahaminya dalam pengertian lain” 
   Adapun urf menurut ulama ushul fiqh adalah:  
ْٔ فِْعمٍ  ٍل أَ ْٕ ٍو فِْي قَ ْٕ ُِٕٓر قَ ًْ  َعاَدجُ ُج
 Berdasarkan defenisi ini, Musthafa Ahmad al- Zarqa‟ (guru besar 
fiqh Islam di Universitas „Aman, Jordania), mengatakan bahwa „urf 
merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari pada „urf.
48
 
  Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada perbedaannya antara 
adat dengan „urf , „urf adalah kata bahasa Arab yang terjemahannya dalam 
bahasa kita, cenderung diartikan dengan adat, kebiasaan. Dengan demikian 
„urf adalah kata lain dari adat. Atau dengan kata lain, adat adalah segala 
apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan 




2. Macam-Macam „Urf 
Ditinjau dari segi jangkauannya „urf dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu: al-„urf al-amm dan al-„urf al-khassah. 
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a. Al-„urf al-amm 
Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian 
besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, 
membayar ongkos umum dengan hal tertentu , tanpa perincian jauh atau 
dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh 
maksimum. Demikian juga dengan membayar sewa penggunaan tempat 
pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi 
fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi 
pemakaian dari segi waktunya saja. 
b. Al-„urf  al-khassah 
Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu 
masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.
50
 Misalnya, dikalangan 
para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli 
dapat di kembalikan dan untuk cacat lainnya barang itu, konsumen 
tidak dapat mengembalikan barang tersebut.
51
 
Ditinjau dari segi keabsahannya  „urf terbagi kepada dua: 
a. Al-„urf al- shahih 
Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang 
tidak bertentangan dengan Nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan 
kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada 
mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan 
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hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai 
maskawin. 
b. Al-„urf al-fasyid 
Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan 
kaidah-kaidah dasar yang ada didalamnya. 
52
Misalnya, adat kebiasaan 
pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan , makan riba, dan judi.  
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Tradisi Mangambat Boru merupakan tradisi yang sudah ada sejak 
dahulu, tradisi tersebut tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Hutaraja 
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sampai sekarang. Dalam 
perakteknya tradisi mangambat boru ini salah satu tanda bagi keluarga 
perempuan bahwa ketika anaknya dijemput oleh pihak laki-laki maka anak 
perempuan mereka akan ditinggal dirumah keluarga laki-laki. 
Memberikan uang pangambat (tebusan) merupakan suatu kewajiban 
bagi pihak laki-laki, sebagai tanda minta izin kepada anak namboru si 
perempuan, atau menandakan bahwa mereka telah mengikuti adat di Desa 
perempuan tersebut. 
Adapun bentuk pelaksanaan mangambat boru ini dilakukan dengan 
mengambat kedua mempelai diluar pekarangan rumah si perempuan dengan 
mempersiapkan tempat duduk dan berupa minuman, kemudian 
mempersilahkan kedua mempelai duduk bersama sambil menikmati minuman 
yang telah disediakan. Kemudian barulah anak namboru mengutarakan 
keinginannya berupa kata sindiran hal dengan adanya kewajiban ini, adat 
kebiasaan dalam masyarakat, tentang mangambat langka niboru (menahan 
langkah memplai) yang merupakan ketentuan yang dibenarkan. Dan 






Jika ditinjau dalam hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa 
ketentuan adat tentang  uang pangambat (tebusan) itu tidak bertentangan 
dalam hukum islam, karena didalam Al-Qur‟an Ataupun Sunnah tidak ada 
perintah dan larangan untuk membayar uang pangambat (tebusan) selama 
tidak mengandung kemudhratan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Dan didalam tradisi mangambat boru yang dilaksanakan di Desa Hutaraja 
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah lebih banyak manfaat 
dari pada mudhoratnya. 
 
B. Saran 
Bagi tokoh adat di Desa Hutaraja hendaknya terus berupaya untuk 
mempertahankan tradisi mangambat boru , karena  maslahat yang ada pada 
tradisi ini lebih banyak jika dibandingkan dengan mudharatnya. 
Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat yang paham dan mengerti 
dengan tujuan dan pelestarian tradisi ini, hendaknya memberikan penjelasan 
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